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ABSTRAK

Yemima Gultom NPM : 200710008 dengan judul skripsi “PENGAWASAN
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAMAN ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
pandangan tentang pengawasan OJK terhadap pinjaman berbasis online
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, kemudian mengevaluasi konsekuensi
hukum dari dampak pinjaman online baik itu legal maupun ilegal .hal ini
dimaksudkan agar peneliti sejauh ini dapat mengetahui apa yang menjadi tugas
dan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap platflom pinjaman online dan
konsumen pinjaman online tersebut. Sehingga dapat mencari setitik kebenaran
tujuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Seiring berjalannya waktu
tentunya perkembangan zaman semakin berkembang pesat terutama di era
teknologi digital, sehingga muncullah berbagai bidang layanan pendanaan
berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan pinjaman online
(pinjol).hal ini merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang dalam mata
uang rupiah secara digital antara debitur dan kreditur.dikalangan masyarakat
pinjaman online menjadi salah satu alternatif yang menarik dalam mengatasi
kebutuhan finansial yang mendesak.bantuan finansial yang dikeluarkan oleh
lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring)yang diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan merupakan pinjaman online legal sedangkan pinjaman berbasis online
yang tidak memiliki ijin oleh otoritas jasa keuangan(OJK) biasa disebut pinjol
ilegal, dalam hal ini pengajuan pinjaman online sangat mudah dilakukan hanya
dengan mengakses serta melakukan pemenuhan syarat yang ditentukan pihak
lembaga pemberi pinjaman melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut,
dibalik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan tentu saja pinjaman legal
dan ilegal memiliki resiko masing-masing, Umumnya resiko yang akan muncul
biasaya pada saat debitur tidak memenuhi prestasinya atau kewajiban dalam suatu
perjanjian tersebut.misalnya di dunia pinjaman online gagal bayar (galbay)
merupakan bahasa trend dalam hal telat bayar cicilan pinjaman,sehingga pada saat
terjadi galbay di pinjaman online legal akan berdampak pada kredit skor dan
kemungkinan besar nasabah akan ditolak jika mencoba mengajukan pinjaman lagi
dan kemungkinan akan kena BI chiking ,sedangkan pinjol ilegal dampak yang
lebih fatal dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan dari OJK sehingga akan
mendapatkan ancaman atau teror melalui pesan dan kemungkinan besar sebar data
disebar luasakan.

Kata kunci : pinjaman online (pinjol), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),lembaga
keuangan.



ABSTRACK

Yemima Gultom NPM: 200710008 with the thesis title "SUPERVISION OF THE
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON ONLINE LOANS BASED ON
LAW NUMBER 21 OF 2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY". The aim of this research is to analyze views regarding OJK
supervision of online loans based on applicable laws, then spread the legal
consequences of the impact of online loans, both legal and illegal. This is
intended so that researchers can find out what the duties and permits of the
financial services authority are for online loan platforms and online loan
consumers. So that we can find a point of truth in the objectives of this research.
The results of this research are As time goes by, of course, developments are
increasingly developing ravidly especially in the era of digital technology, so that
various fields of information technology-based funding sevices have emerged
which are usually called online loans (pinjol) this is a digital lending and
borrowing service in rupiah between debtors.and creditors. Among the public,
online loans become an attractive alternative in overcoming urgent finacial
needs. Financial assistance issued by finacial institusions online which is
supervised by the financial service authority is a legal online loan, while online-
based loans do not have permission from the financial services authority (OJK) is
ussualy called an ilegal loan, in this case appliying from an online loan is very
easy to do just by accessing and fulfilling the conditions determined by the
lending instutision through the financial institusion’s application, behind the ease
commfort offered ofcourse legal and illegal loans have their own risks. Generally
the risks that will arise are usually when the debtor does not fulfill his
achievements or obligations in an agreement. For example, in the world of online
loans, failure to pay (galbay) is a trend in terms of late payment of loan
installments, so When a problem occurs in a legal online loan, it will have an
impact on the credit score and it is very likely that the customer will be rejected if
they try to apply for a loan again and will likely be subject to Bl chiking, while
illegal loans have a more fatal impact because they do not receive protection from
the OJK so they will receive threats or terror. through messages and it is very
likely that the data will be disseminated widely.

Keywords: online loans (pinjol), financial services authority (OJK), financial
institutions.
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